
Lingkungan Propinsi Jawa Ter.ga!l;
dalarnKabupatenDaerah-DaerahPembentukan

1. Pasal 18 ayat (0) Undang·Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenrang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketenruan PasaJ 35 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 lenUlng
Pedoman Pembentukan dan Klasifikaci Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana TekniG Dacrah, perlu rnerubah Peraturan
Bupati Grobogan Nomor67 Tabun 2U16 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Pungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten
Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud
dalam hurul a ni alas, periu meoetapkan Perarur an Bupar.

tentang Perubahnn J\tas Perarus an Bupati Orobogan Nomor
67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, PungSi,Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;

Menimbang

DENGANRAHMA1'TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN aUPATI OROBOOAN NOMOR 67 TAHUN 2016,..
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNANORGM'ISASI, TUGAS POKOK,

FUNGS!, URMAN TUGASJABATAN DANTATAKERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATENGROBOGAN

TENTA.'IIO

PERATURAN8UPATI OROBOOAN
NOMOR 27 T~ 2018

RUPATIGROBOOAN
PROVINSI JAWA TENO.ill

,,

--



ME:MUTUSKAN:

PERATURAN SUPATI TENTI\NG }'I:!:RUBAHAN ATAS

PERATlJRAN BUPATI GRO~OGAN NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASJ, TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA 1(F.RJA
DlNAS PERTANlANKABUPATENGROBOGAN.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nemer 5587J sebagarmana relah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnng
Nomor 9 Tahun 2015 tentsmg Perubah'ln I<cdua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang..
Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. .Peraturan Menteri DOlIOl", Negeri Nomor !2 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasiflkas] Cabang
DOOasdan Unit Pclaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerab Kabupaten Grobogan Nomor IS Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah I<abupaten Grobogan Tabun 2016 Nomor
15. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor IS);

•

ten tang
Republik

5. Uudang-Undang Nomor '23 Tabun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang

?embcntukan Peraruran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5834);

4. Undang-Undanj!; Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apararur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2(J14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonceia No.mor5494);

Menetapkan

~--



Pasal13
(1) Bidang Tanarnan Pangan dipimpin oleh KepAIa Bidang yang

berkedudukan: di bawah dan ,bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas,

.. I
5. Dinas Pertariian yang selanjutnya disebur Dinas adalah

Dirias Pertanian Kabupaten Orobogan.
6. Kepala Dinas adalah KepaIa Dinas Pertanian Kabupaten

Grobo,gan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkar
UPTD adalab Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pertanian Kabupaten Grobogan.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD eli hngkungan Dinas
Pertanian Kabupateo Grobogan.

9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, w.ewenang dan hak
3eorang pegawai negeri sipil dalarn suatu satuan organisast
yang dalarn 'pelaksanean tugasnya yang didasarkan pada
xeahlian danZatau keterampilan untuk rueucapai rujuan
organisasi.

lO.Kelompok Jabatan Fungsional Tertenru ' adalah kurnpulan
jabatan fungsional tertenru yang terdiri dari. sejumlah
tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang

terbagi dal~ berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

•

Pasall

Beberapa .ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Urman Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dina"
Pertanian Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupatcn

Grobogan Tahun 2016 Nornor 67) diubah sebagai berikut ;

J. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagar berikut :
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. yang memimpin
pelaksanaan . urusan pemerintaban yang menjacli
kewenangan daerah otonorn.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.

4. .Sekretaris Daerah adalah Sekre~s Dacrah Kabupaten
Grobogan.



d

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

produkai, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;

d. pengelolaan dan fasihtasi kegiatan produksi, pengolahan

dan pemasaran tanaman pangan;

e. pelaksaoaan evaluasi dan pelaporan kCgJSrAn produksi,

pengolahan dan pernasaran tanrunan pangan; dan

[. pelaksariaan fungsi lam yang dibenkan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan rugasdan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Tanaman Pangan daJam melaksanakan
tugas dan fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan :

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang

tanaman pangan berdasarkan peraturan perundang­

undangan dan hasil evaJuasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pclaksanaan lugas; .

b.znenjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian

permasaJahan sesuai peraruran perundang-undangan

agar pelaksanaan tugas berjalan efektiI dan elisien:
c. membagi tugas bSWAh~n sesuai dengan jabatan dan

kompetenstaya eerta memberikan arahau baik secara

•

('2) Kepala Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l); mempunyai tugas pokok melaksanakan
•sebagian tugas KepaJa Dinas dalam perumusan kebijakan
teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pernbinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilirasi.
evaluasi dan pelaporan kegiatan d.i Bidang Tanaman
Pangan.

(3) Kcpala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, prcduksi.

pengolah&' dan pemasaran tanarnan pangan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan produksi.

pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
•

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan



d. melakeanakan koorclinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna

, ainkronisasi dan hannonisasi pelaksanaan rugas;

e. menelaah o::Lnmengkaji peraturan perundang-undangan

sesuei lingkup u..gCiS!1ya sebagai bahan atau pedoman

untuk melaksanakan kegiatan;
r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi,

pcngolahan dau pemasamn hasil tanaman pangan;

g. merumuskan rencana kebutuban dan penyediaan benih

tanaman pangan;

h. menyiapkan bahan dAn melaksanakttn bimbingan

penerapan peningkatan produkai lanaman pangan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan

pascapanen, pengolahan- dan pemasaran basil tanaman

pangan;

J. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data dan staListik tanaman pangan;
k,melaksanakan pernantauan dan evaluasi tanaman

pangan;

I. menyiapkan bahan dan me:mberikan izin usah",/

rekomeridasi teknis tanaman pangan;

in.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai

kinerja pelaksanaan rugas bawahan secara berkala

sesuai dengan peraturan perundang-undacgan:
n. membuat Iaporan pelaksariaan kegiatan kepa.da alC1~1U1

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan

benlrutnya;
o, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

baik lisan maupun tertulls berdnsnrkan kajian agal

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta

untuk menghindari penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan ...
3. Ketenhlan ay4t (3) Pasa! L4diubah sehlngga berbunyi sebagai

ber-ikut:

•



•a. menyusun rencana dan program kegiaran Seksi
Produksi Serealia berdasarkan hasil evaluasi kegio.ton

rabun sehelumnya dan peraruran perundang­
undanganj

b. rneujabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup
tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik

secara lisan maupun tertulis guno. meningkatkan

kelancaran peJaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal waupun eksternal

baik secara langsung maupun tidak langsung unruk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harrnonisasi pelaksanaan kegiatan;

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang­
undangan dan regulasi sE!ktoral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melnksanakan kegiatan;

r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
produks} serealia;

g. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih
serealia;

h. menyiapkan bahan penyusunan rerrcana tanam dan
produksi screalia;

•

[I] Seksi ProduksiSereaba dipirnpin oleh Kepala Seksi yang
'berkedudukan di bawah dan bertanggung jowab kcpada

Kepala Bidang Tanaman Pangan.
(2) Kepola. Bckai Produksi sereana sebagaimana dirnaksud

pada ayar (I) mempunyai tugas pokok melaksanakar.
sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan, pengcordinasian, pembinaan, pengawasari,

pengendalian. per.gelolaan, fnsilitasi, evatuasr dan
pelaporan kegiatan Seksi Produksi SerealJa.

(3) Kepala Seksi Produksi Serealia dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaunana dimaksud pada ayat (2), mempunyai
uraian tugas jabatan :

Pasal14



Pasal 15
(1) Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi dipimpin oleh

KepaJa Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan,

[2) Kepala Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mernpunyai tugas
pokok rnelaksana kan sebagian tugas Kepala Bidang
Tanaman Pangan dalam peoyiapan bahan perumusan,

kebijakan telmis, pelaksanaan, peng_oordinasi!m.
pembinaan, pengawasan. pengendahan, pengelolaan,
Iasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Produksi
Aneka Kacang dan Umbi,

(3) Kepala Silksi. Produksi Aneka Kacang dan Umbi daJam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana climaksud pada
ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan ;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Peoduksi
Aneka Kacang dan Umbi berdasarkan basil cvaluasi
kegiatan tahun sebelumnya dan pcraruran perundang­
undangan;

,. me.n1ia'Pkan 'cahan <ian It\e\ak'Sanakan b\m'o\n~an
-penin.~\.an mum <ian?rod~ks\ sereaua,

r., menyia?kan bahan dan melaksanakan bUnbingan
penerapan teknologi. produksi serealia;

k, me1aksanakan pengumpulan. pengolahan dan
penyajian data dan statistik serealia;

L menyiapkan bahan dan menvusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP)di bidang produksi scrcalia;

m, melaksanakan monitoring. mengevaluasi, dan menilai
kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
seauai dengan peraturan perundang-undangan;

D. membuar laporan pe1aksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
•

balk lisan maupun. tertulis berdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegiatan beJjalan lancar dan optimal serta
untuk menghindart penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah ataaan.

4 Ketentuan ayat (3) Pasal lS dlubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:



g. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih
"aneka kacang dan umbi;

h. menyiapkan bahan pc.nyusunan rencana tanam dan
produksi aneka kacang dan umbi;

1. melaksanakan bimbingan peningkalan muru dan
produksi aneka kacang dan umbi;

j. mebksanakan bimbingan penerapan teknologi di
produksi aneka kacang dan umbi;

k. melaksanakan pengumpulan, oeneotahan dan penyajian
data dan statistik aneka kacang dan umbi;

1. menviapkan hahan dan menyusun konsep standar
Operaeional Prosedur (SOP) di bidaJlK produksi aneka
kaeang dan umbi;

m. melaksanakan monltortng, mengevaJuasi, dan menilai
kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berka.a
sesuai dengan peraturan perundar.g-undangan;

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kehijakan
beri!rutnya;

o. rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
balk lisan maupun tcrtulis berdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta
untuk mengrundari penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lam sesuai dengan
perintah atasan.

•

menyiapkan bahan kebijakan teknis prcduksi aneka
kacang dan umbi;

f.

b. menlabarkan perintah etasan melalul pengkalian
permnse1ahan dan peraruran perundang-undangan'

c;. membagi rugas kepada bawahan sesuai Iingkup
tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik
secara lisan rnaupun tertulis guna meningkatkan
keJancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal mo.upun eksterual
baik secara langsung maupun tidak langsung unruk
mendapatko.n infonnasi, rnasukan, serta dalam rangka
sinkroni:!asi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

c. mempetajart dan mengkaji peraturan perundang­
undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan:



o

horlikulrura;

c. pembtnean, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil
hortikultura;

d. pengeJolaan dan fasilitasi kegiatan eli bidQng produksi,
pengolahan dan pemasarun basil bcrzikulru, It.

e. pelaksanaan evaluasi dan peiaporan kegiatan dJ b:dang
produksl, pengolahan dan pemasaran hasil
hortikultura; dan

r: pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kcpala
Dinas sesuai dengan tugas dan fllngsinya.

(4) Kepala Bidang Hortikultura deism melaksanakan rugas

po.kok dan rungsj sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan
«.yat (3), mempunyai uraian tugasjabatan :

a. menyusun rencana dan program xegiatan bidang

hortikultura berdasarkan peraruran perundang­

undangan dan basi: evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya s..bagai pedoman peJaksanao.n rugas;

pe:nasarandanpengolahanpreduksi,
bidang

basil

b. pengoominasian dan pelakao.nnan kcgiatan di

(I) Mldang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab k"rada
Kepala Dinas.

(2) Kepala Biciang Hortikulturll eebagaimana dirnaksud pada
ayat, (1). mempunyai tug<t:s pokok meIaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,

pelaksanaan, pengoordlnasian. 'pembmaan, pengawasan,
1)engenda\ian. penge\otaan dan !asllitasi. evaluasi dan

pe\a}lOran kegiatan produksi. yengolah2n dan pema1>aran
b.asil nC)"tti.\m\t\lra.

~:?\Kel'lala Bi.dang Hortik\;uUlra dalam me\aksanakan rugas

pokok sebagaim<:t.na dirnaksud pada ayat (2),melaksanakan
tungsi : •

a -penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis di
bidang produksi. pengolahan dan pemaseran hasil
hortikultura;

•

Pasal 17\

5. Kettntuan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut



'"

usaba/ rekomendaai teknis eli bidang hortikultura:

I. menyiapkan balian dan meIaksanakanpemantauan

dan evaluasi nortikultura;
m. meIaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan rnenilai

kinerja pelaksanaan rugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangen:

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai Dahan evefuaei <ian pengambilan kebijakan

berikutnya;
o, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta

untuk menghindari perryimparigan; dan

Izlnmemberikandanbah an

h. menjabarkan perintah pimpinan me\a\ui peng\<aiian

permasalahan- sesuai peramran perund.ang-undangan

\ agar pe\aksanaan tugas betja\an eiektiI dan elisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai denzan iabatan o"ln

kcrnpetensinya serta memberikan arahan baik secara,
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. mclakeanakan koordinasi dan konsultasi dengan
insransi terkait baik vertikal maupun horizontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang­

undangan sesuai lingkup rugas-iya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kcgiatan,

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di

bidang produksl, pengolahan' dan pemasaran hasil
hortikulrura; •

g. merumuskan rencana keburuhan dan penvediaan
benih hortilrultura;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakcn bimbingau
penerapan peningkatan produksi hortikullura;

i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data dan statrstik hortikuJtura;

j. menyiapkan baban dan melaksanakan bimbingan
pasea panen, pengolahan dan pernasaran hasil

hortikultura;
k. menyiapkan
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Pasal18
(1) Seksi Produksi Tanaman Buah dipimpin oleh Kepala Scksi

Y<U1g berkedudukan eli bawah dan bcrlanggung jawab
kepada Kepala Bidang Horlikultura.

(2) Kcpala Seksl Produksi Tanaman Buah sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian rugas Kepala Bidang Hortikultura

dalam penyiapan bahan perurnusan kf"bijakan tekms,

pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelclacn, fasilitasi, evaluasl dan pelaporan
kegiatan Seksi Produksi Tanarnan Buah.

(3) Kepala Seksi ProdUksi Tanasnan Buah daJam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pacla ayar (2).
mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekai Produksi

Tanaman Buah berdasarkan hasil cvatuast kegiatari

tahun sebeJumnya dan perarurari perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melaJui pengkajian

pennasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai Iingkup
tugasnya serta memberikan araban dan petunjuk baik
secara lisan rnaupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksannan rugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal

baik secara langsung maupun tidak langsung unruk
rnendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasl pelassanaan kegiatan:

e. mempe1ajari dan rnengkaji peraturan perundang­
undangan dan regulasi -sektoral terkait lainnya scbagai
bahan ata'u pedoman untuk melaksanakan kegiatan.

f. menyiapkan bahan penyusunan keblJakan teknis
produksi tanaman buah;

g. menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan penyediaan
benih tanaman buah;

p. melaksanaimn tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

6. Kerentuan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

•



Pasa! 19
{l} Seksi Produksi Aneka Sayur, Tanaman Hias dan Biofarmaka

dipimpin oleh KepaJa Seksi yang ~rkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidong J lortikulrur-a,

(2) Kepala Seksi Produksi AneIca Sayw, Tanaman Hias dan
Biofarmaka scbagaimana dimaksud pada ayat (l)
mempunyai rugas pokok melaksanakan sebagian ragas
Kepala Bidang Hortikultura daIam penyiapan bahan
perumusan k~bijakan teknis, pengoordinasian, pernbinaan,
pengawasan, pengendaJian, pengelolaan, fasilitasi. eVA Inasi
dan pelaporan kegiatan Seksi Produks- Aneka Sayur,
Tanaman Hias dan Biofarmaka

(3) Kepala Seksi Produksi Aneka Sayur, Tanarnan Hias dan
Biofarrnaka dalarn melaksanakan tug"'::; pokok sebagarmana
Eiimaksud pada ayat (2), ruempunya; rincian tugas :

h. menyiapkan bahan penyusunan rcncaua. tanam dan
produksi tanarnan bUah;,

I. menyiapk:\n baho.n dan melaksanakan blmbingan
peningkatan mutu dan jJ.oduksi tanaman buah;

j menyiapltan bahCl£l dan melaksanakan bimbingan
pcnera.pan teknolOgibudidaya tanaman buah;

k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data dan statistik tanaman buah;

I. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOp) di bidang peningkaran
produksi tanarnan buah;

rn, melaksanakan monitoring. mengevaluasl, dan menitai
kinetja pelllksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perunaang-undangan;

n. rncmbuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluaei dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ataso.n
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegiatan be:zjalan lancar dan optimal serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

p. mela.ksanalmn tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan,

7. Ketcntuan. ayal (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

•



,,

produksi aneka sayur, tanaman htas, dan biofarmaka;
g. mcnyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih

aneka sayur, tanaman hias, dan biofarmaka;
h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data dan statistik aneka sayur, tanaman hias, dan
biofarmaka;

i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standnr
Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Produksi Aneka
Sayur, Tariarnan Hias dan Biofarmaka;

j. melaksanakan monitoring, rnengevaluasi, dan menilai
kinerja pclakearraan cugas bawahan secara berkala

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

I. meAyampaikan saran dan pertimbangan kepada acasan

baik lis,',n maupuri tertulis bcrdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegiatan bcrjalan lancar dan optimal serta
untuk menghiudaripenyimpangan; dan

m. mclaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

•
bahnn pcnyusunan kebijakan teknisr. menyiapkan

a. .menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Produksi
Aneka Sayur, Taruunan Hias dan Biofarmaka

\ berdaearkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebeJurnnya
dan peraruran perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan !:esuai lingkup

tugasnya serta memberikan ::trw"n dan perunjuk baik

secara lisan maupun tertulis guna rneningkatkan
kelancaran pelaksanaan cugas;

d. melaksenakan koordlnasi internal maupun eksternal
baik sec~ langsung rnaupun tidak langsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan:

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang­
undangan dan regulasi sektoraJ terkait lainnya eebagal..
bahan atau pedornanuntuk melaksanakan kegiatan.



pertaninn.

.
peramalan serangan Organisme Pengganggu Tanaman

(OPT), gerakan pengendalian, penanggulangan bencana.
dan dampak perubahan iklim pada ranaman pangan dan
hcrtikultura serta melakukan analisis kesuburan laban

,.

:3, Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
P~sal28

(1) UPTDLaboratorium Pertanian KelasA elipimpin oleh Kepala

UPTD yang berkedudukan eli bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Laboratoriurn Pertanian Kelas A sebagaimana
climaksud pada ayat (1), mempunyai rugas pokok

melaksanakan kegiatan, operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang Diuas di bidang pengamatan dan

Paragraf2

UPTOLaboratortum Pertanian Kelas A

12. Ketentuan Paragraf 2 Bagian I<edua BAB V diubah sehinssa
berbunyi sebagai berikut:

• 11. Paeal 27 dihapus,

10, Pasal 26 dihapus.

9. Paragraf 1 Bagian Kedua BAB V,s;lihapus,
•

b. UPTn Balai Benih Pertanian Kelas 1\,

(2) Susunan Organieaai UPTD seuagalmana dirnaksud pada

ayat (I), terdiri dari :

a, Kepalauno;
b. Kepala Sub BagianTam .Usaha; dan
c. Kelornpok.Jabatan FurrgaionnlTcrtcnru.

(3) Bagan Organiaasi UPl'D sebagalmana dnnaksuc pada ayat

(1), tercamtum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini,

8, Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagal berikut.

Pasal25

(1) [}engan Peraruran Bupati ini dibentuk UP1'D, terdiri dan:

a. UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A;dan,



.
tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk boik

secara lisan maupun tertulis guna menlugkatkan
kelancaran pclaksanaan lugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal

baik secara langsung maupun tidak, langsung unruk
mendapatkan infcrmasi, masukan, serta dalam rangka

sinkronisasi dan harmonisas! pelakscmaan kegiatan,

e. mempelnjari dan uiengkaji peraturan perundang­
undangan dan regulasi sektoraJ terkait lainnya sebagai

bahan atau pedornan untuk melaksanakan kegiatan.

f. melaksanakao penyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis UPTD Lahnratorium Pertaruan Kelas A;

•

melaksanakan tugas pokok dan funge! eebagaimaua
~

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), rnempunyai uraian
tugas jabaian :

a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTD

Laboratorium Pertanian KeJas A berdasarkan hasi)

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya don peraruran
pervndang-undangan;

b. n1cnj&barkan perintah atasan melaJui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup

Organisme Penggnnggu Tanaman \OPT);

e. -me\aksana.kan tugas lain yang diberikan o\eh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

(4) T{epaJa llPTD Laboratorium Pertanian Kelas A dalam
•

pengeridallanteYpadugerakand. melaksanakao

(3) Kepala UPTD Laborawnum Pertaruan Kelas i\ dalam

melaksanakan rugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :

a. melaksanakan peovusunan program kerjo. UPTD
1..aboratorium Perranian Kelas A;

b. rne\akukan pemcmtauan_, pengamatan dan perama\an

serangan Organisme Pengganggu Tanarnan lOPT) dan
dampak perubahan iklim;

c. melaksanakan analisis kesuburan lahan pertanian;
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o. melaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data dan statistik di IfPTD Labora.torium Pcrtanian
Kelas A;

p. mcnyiapkan bahan dan melaksanaan pcnyusunan dan

pelaporan serangan Organisme ?engganggu Tanarnan
(OPI'),bencana alam; dan

q. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai

kinetja pelaksanaan rugae bawaha.n secara berkala
sesuai dcngan peratulCUlperundang-undangan;

r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

s. menyampaikan saran dan pertirnbanglln kcpada ara>lcul

baik !isM maupun iertulls berdasarkan kajran agar

pelaksanaan kegtatan berjalan lancar dan optunal serta
untuk :nenghinciari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

•

1. menyiapkan bahan penanganan dampak perubah an
~

iklim pada tanaman pangan dan hortikultura;
m. menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam

tanaman pangan dan hortikultura;

n. meiaksanaan analisis kesuburan lahan pertanian;,

g. melaksanaan pengamalan dan peramalan serangan

Organisme Pengsanggu lanaman lOP1'1 dan dampak
\ peruoanar, iklim pada tanaman pangan dan
hortikultura;

h. menyiapkan bahan pengendalian Organi3me
Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan dan
hortikultura;

i. menyiapkan bahan bimbingan ke\embagaan Organisme

Pengganggu Tanaman . lOPr) tanaman pangan dan
hortikultura;

j menyelensgarQIron gerakan t.erpadu pengendalian
Organisure Pengganggu Tanaman (OPT);

k. menyiapkan bahan sekolah lapang pengendalian hama

terpadu tanaman pangan dan hortikultura;
•



Tam Usaha lJPTD Laboratortum Pertanian Kelas A
berdaaerkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
dan peraruran perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasaiahan dan peraturan perundang-undangan;

c. rnembagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup

tugasnya serta memberikan nrahan dan perunjuk baik
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta daJam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksariaan kegiatan;

e. mempelajari dan mengkaji peraruran perundang­

undangan dan regu1asi sektoral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman untukmelaksanakan kegiatan;

f. melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, adrninistrasi, surat menyurat. pengelolaan
keuangan dan perjalansn dinas d1 lingkungan UPTO

Laboratorium Pertanian Kelas A;

•

14. Kerentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal29

ll) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Pertanian

Kelas A dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD Laboratoriurn Pertanian Kelas A.

(2) l(eprua Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratoriurn

Pertanian Kelas A sebagaimana dimaksud pada avat (1)

mempunyai togas pokok melaksanakan sebagian rugas

Kepala UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A dalam
melaksanakan ketatausahaan yang rneliputi UfU:sanrumah
tangga. kepegawaian, keuangan, umum, admnlstrasi, surar

menyumt, kcarsipan dan pelaporan.
(3) Kcpala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium

Pertanian Kelas A dalam rnelaksahakan rugas pokok
sebagaimana dimaksud pada' ayat (2). mempunyal uraian
togas jabatan :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian



ParagrafJ

UPTOBalai Benih Pertanian Kelas A

1. mela.ksanakan penyusunan laporan penyelenggaran
UPTDLaboratorium Penanian Kelas A; dan

m. menyiapkan bahan pelaksanaan Sistim Peogawasan
Internal Pemerintahan (SPIP) di di lingkungan llPTD
Laboratorium Pertanian Kelas A;

n. :nelaksanakan monitoring, mengc"ah.lasi, dan menttai
kmerja pelaksanaan rugas bawahan secara berkaJa
sesuai dengan peraturan perundang-Ilodangan;

o. mernbuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya:

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

ba.ik lisan maupun tertuns berdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegiatan berjalan Jancar dan optimal serta•
untuk menghindari penyimpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perinta h atasan.

15. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kedua BAB V diubah sehingga
berbunyl sebagai berikut:

•

Laboratorium Pertanian Kelas A untukmenunjang tugas;
~

g. melaksanakan peoggajian pegawar, tunjangan,

kesejahteraan dan hak-hak keuangan lainnya serta

I pengelolaan keuangan UPTO Laboratorium Pertanian
Kelas Adan pertanguogjawaban keuangan;

h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran di lingkungan lJPTD Laboratorium
Pertariian KelasA;

i. melaksanakan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana UnD Laboratorium Perranian Kelas A,
.kebersihan dan kerurnahtanggaan knntor;

J. melaksanalqm pclayanan administrasi d! UPTD
Laboratorium Pertanian Kelas A;

k. melak$Cl1lllkanpemeliharaan, perawatan barang-barang

.inventaris rnilik pemerintab yang ada di unn
•



KeJas A;

b. penyiapan benih/blbit unggul dan produksi benih
tanaman pangan dan hortkultura;

c. pernantauan, evaluasi dan pelaporan peJe.ksanaall

kegiatan UPTDBalai BerrihPertanian Kelas Aidan

d. pp.laksanaan tugaa lain yang dlberikan oleh Kepala Dinas
scsuai dengan b;dang tugasnya

(4) Kt:pala (JPID Balai Benih Pertanian Kelas A dalam

melaksanakan tugas pokok dan rung::;; sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). mempunyai uraian
tugas jabatan :

9. menyusun rcncana uan program kegiatan UPrD Balai

Denih Pertanian Kelas A berdasarkan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya dan peraruran perunrlang­
undangan;

b. meniabarkan perintah atasari melalui pengkaJla.O
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c. rnernbagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup

tugasnya serta memberikan araban dan perunjuk balk

seeara lisan maupun tertulis guna meningkarkan
kelancaran pelaksanaan rugae;

•

a. penyusunan program kerja UPTD Baja; Benih Pertaman..
•

16. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa130

(I) UPTD BaJai Benih Pertanian Kelas A dipimpin oleh Kepala

UP1D yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) I<epala UPTD BalAl Benth Pertanian Kelas A sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunjang Dinas di h.idang penyiapan produksi dan
pemasaran benih dan bibit unggul tanaman pangan dan
hortikultura.

(3) Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada
ayat (2), mempunyai rungsi :
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d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksrernal

baik secara- langsung maupun tidak langsung untuk
\ meudapatkan Informasi, masukan, serta dalam rangka

sinkronisasi dan hannonisasi pelaksanaan kegiatan:
e. mernpelajari dan mengkaji peraruran perundang­

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai

bahan ato.u pcdornan unruk melaksanakan kegiatan.

f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis di bidang penyiapan produksi dan pernasaran
benih dan bibit unggul tanarnan pangan dan

bortikulrura;
g. menyiapkan bahan penyusunan rencana produksi dan

pemasaran benih dan bibit unggul tanaman pangan dan
hortilrultura;

•h. melaksanakan penyediaan dan pengawasan

peredaranypenggunaan 'Oenihdan bibir tariaman pangan
dan hortiku.rura:

L rnelaksanakan pengawasan dan peugujian muru benih
tanamnn pangan dan hortikulrura;

J. mclaksanakan sertifikasi benih dan pengendalian
sumber beruh tanaman pangan dan hortikultura;

k. menyiapkan bahan penyusunan rencana keburuhan
benih dan pengernbanzan varietas unggu] tanarnan

pangan dan hortikulrura;

1. menyiapkan bahan rekemendast pernasukan dan
pengeluaran beuih atau bibit tanaman pangan dan
hortilrulrura yang beredar;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan
produksi bemh dan kelembagaan benih tanaman pangan
dan hortikultura;

n. melaksanakan bimbingan teknis pcrberrihan tanaman
tanaman pangar; dan honikultura;

o. rnelaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data dan statistik perbenihan tanaman pangan dan
hortikultura;

p. menyiapkan bahan dan menyusun 1consep Standar
Operaslonal Prosedur (SOP) dl bidarrg perberuhari

tanaman pangan dan bortikultura;

•



PAsal31

• (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Ba~an
yang berkedudukan eli bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala UPTD.

(2) Kepala Sub Bagian Tala Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (J) mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala UPTD Balai Benih Pertardan Kelas A

dalam melaksanakan kerarausahaan yang meliputi urusan

rumah tangga, kepegawaian, keuangan, umum,
admlnietraai, sural rnenyurat, kearsipan dan pelaporan.

(3) Kepala.Sub Bagian ,ata Usaba dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai
uraian tugas jabatan :
a. menyusun rencana dan program kegiatcn Sub Bagian

Tata Usaha berdasarkan hasil evaluasl keglatan tahun
sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintab atasan melalui pengkajian
pennasaIahan dan peraturan perundang-undangan;

c. rnernbagi rugas kepada bawahan sesuai lingkup
tugasnya serta membenkan araban dan petunjuk baik
secara lisan maupun tertulis guna inentngkatken

keloncaran pelaksanean rugas;

..berbunyi sebagai berikut:

•17. Ketenruan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 diubah sehinggs,

q. melaksanakan pengelotaan balai benih dan laboratorium
kultur jaringan tanaman pangan dan hortikulmra:

r.' melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian
kinerja pelaksanaan rugas bowahan secara berkala
sesuai dengan peraruran perundang-undangan;

s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

t, menyampaikan saran dou:'pertimbangan kepada atasan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian. agar
pelaksanaan kegiatan berjalan lancer dan optimal serta
untuk menghindari pcnyiiupangan; dan

u. rnelaksariakan tugas kedinasan lain scsuai dengan
pcrintah atasan.



~
n. merencanakan kebutuhan sarana dan pmsarana

perkantoran di Iingkungan UPTOBalai Benih Pertanian
Kelas A;

I. melaksanakan perneliharaan gedung, sarana dan

prasarana UI:'TO Balai Benih Pertaman Kelas A,
kebersihan dan kerumahtanggan Kantor;

j. melaksanakan pelayanan administrasi UPTD Balai

Benih Pertanian Kelas A;

k. melaksanaknn pemeliharaan, perawatan barang-barang

inventaris mlhk pernerintah yang ada eli UPTD untuk
menunjang rugas uno Balai Benih Pertanian Kelas A;

I. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaran
UPTDBalai Benih Pertanian Kelas A; dan

m, menyiaplmn bahan pelaksanaan Sisdm Pengawasan

Intemal Pemeiintahan (SPIP)di Iingkungan. UPTD 8a1ai

Benih Pertanian KelasA;
n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai

kinerja pelaksaoaan tugas bawahan eecara berkala

sesuai dengan peraturan peru.ndang-undangan;
o. memDuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagal bahan evaluasi dan pengarnbilan kebijakan

beriJrutnya;

•

Kelas A dan perta:1gungjawaban keuangan;

r,. rnelaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, admintsrrasr, surat menyurat, pengelolaan

keuangan dan perjalanan dinas di lingkungan lJP1'O
Balai Benih Pertanian Kelas A;

g. melaksanakan penggajian pegawai, runjangan,

kesejahreraan dan hak-hak keuangan lainnya serta

pengelolaan keuangan UPTD Balai Benih Pertanian
•

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal

baik secara -langsung maupun tidak langsung unruk
rnendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraruran perundang­

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai

bahan atau pedornan unruk melaksanakan kegiatan;



Pasal40A
Penataan kembali personel, anggaran, sarana nan prasarana

serta serah terima dokurnen sebagai akibat pcnghapusan

UPTD berrlasarkan Peraturan Dupati ini dllakukan paling lama
tc.nggall -Januari 2019.

20. Oi antara Pasa140 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut :

19. Oi amara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 [satu] pasal, yakni
Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

PasaJ 31P. •
(1) Dengan Peraturan 8upati- ini diberrtuk Bolai Penyuluhan

Pertanian (BPp) sebagai unit kerja non-struktursj dengan

wilayah kerja satu kecamatan yang berfungsi sebagai
ternpat pertemuan para ?enylliuh Pertanian, pelaku

utama dan pelaku usaha yang dipimpin 01",11 seorang
Koordinator Penyuluh Pertanian.

(2) Pada setiap dp.sa/kelurahan dapat dibenruk Pos

Penyujuhan Pertanian OcsajKelurahan (Posluhdes), yang

merupakan unit kerja non-struktura] yang dibentuk dan
dikelola secara partisipatiI oleh pelaku utama.

(3) Ketentuan mengenai Koordinator Balai Penyuluh

Pertanian sebagairnana dimaksud pada ayat (11 akan
diatur dengan Peraturon BupatL

•

18. Oi antara BAS V dan BABVI diSisipkan 1 [satu] BAB, yakni
BABVAsehingga berbunyi sebagai berikut :

BABVA
BAUI PENYULUJ.:.AN PER1'ANIAN

~. meny-dlDpaikan saran dan pertirnbangan kepada atasan

baik lisan -maupun tertulis berdasarkan kajian agar

I pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta
untuk menghindari penyimpangan, dan

I'J melak&anakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah acasan.
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.. •

dangkan di Purwodadi

PasaiU

Peraruran Bupati ini ::nulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Grobogan.

,
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